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ABSTRAK 

 

PT. Shopee Internasional Indonesia atau “Shopee” adalah perusahaan 

teknologi yang menyediakan tempat dan layanan pemesanan produk shopee mulai 

dari fashion sampai kebutuhan sehari-hari yang hadir dalam bentuk mobile 

marketplace, sehingga dapat dikatakan perusahaan e-commerce. Dengan visinya 

“menjadi mobile marketplace nomor 1 (satu) di Indonesia”, Shopee menambah fitur 

aplikasi berupa jasa pengantaran makanan/minuman yang diberi nama 

ShopeeFood. Ditengah persiapan ekspansi layanan, Shopee telah merekrut Mitra 

Pengemudi setelah mengumumkan persyaratan, serta kode etik untuk bergabung 

menjadi Mitra Pengemudi ShopeeFood. Tidak lama kemudian Shopee 

menghadirkan fitur baru dengan nama Shopee Xpress Instant atau SPX Non-

Standard yang dijalankan dalam satu aplikasi Mitra Pengemudi. Dengan demikian, 

merubah ketentuan layanan yang dijadikan perjanjian yang sah dan mengikat secara 

hukum. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan didukung 

penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-empiris dan 

pendekatan syar’i. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan  

atau akad syirkah pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta dituangkan dalam 

bentuk kontrak elektronik yang memuat perjanjian baku. Menggunakan sistem bagi 

hasil dengan persentase keuntungan 80% pihak Mitra Pengemudi dan 20% pihak 

Aplikator. Namun dalam kerugian menjadi tanggungjawab penuh Mitra 

Pengemudi. Hambatan yang sering terjadi adalah suspend dan pemutusan 

kemitraan secara sepihak, baik karena pelanggaran kode etik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Kondisi tersebut tentu menghilangkan esensi prinsip 

keseimbangan (tawāzun) dan keadilan (‘adl). Menurut hukum positif, praktik 

perjanjian kemitraan disandarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), sebab peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya 

mengakomodir secara khusus mengenai perjanjian kemitraan layanan pengantaran. 

Perjanjian dinilai sah karena memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. 

Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian kemitraan layanan ShopeeFood di 

Yogyakarta disebut akad syirkah ‘ina>n menurut ulama mazhab Hanbali, Hanafi dan 

Maliki. Syirkah ‘ina>n tersebut dinilai sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat 

syirkah. Namun demikian masih melupakan prinsip utama musya>rakah dalam hal 

proporsi kerugian. Hal tersebut timbul akibat klausul eksonerasi dalam Term of 

Service Aplikasi ShopeeFood Driver. Secara umum, perbedaan keduanya juga 

terletak pada prinsip kemitraan (hukum positif) atau syirkah (hukum Islam).  

 

Kata Kunci: Akad Syirkah, Hukum Islam, Hukum Positif, Kontrak Baku 

Elektronik, Perjanjian Kemitraan 
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ABSTRACT 

 

PT. Shopee Internasional Indonesia or "Shopee" is a technology company 

that provides places and services for ordering shopee products ranging from fashion 

to daily necessities that are present in the form of a mobile marketplace, so it can 

be said to be an e-commerce company.  With its vision of "becoming the number 1 

(one) mobile marketplace in Indonesia", Shopee added an application feature in the 

form of a food/beverage delivery service called ShopeeFood. In the midst of 

preparing for service expansion, Shopee has recruited Driver Partner after 

announcing the laws, requirements, and code of ethics to join ShopeeFood's Driver 

Partner. Not long after Shopee presented a new feature called Shopee Xpress Instant 

or SPX Non-Standard which was run in one Driver Partner application. Thus, 

changing the terms of service that are made into a valid and legally binding 

agreement. 

This type of research is field research and is supported by library research  

with a juridical-empirical approach and a syar'i approach. While the data analysis 

method used is descriptive analytical. In the method of collecting data, researcher 

use the methods of interviewing, observation, and documentation.  

The results showed that the implementation of the partnership agreement or 

syirkah agreement on ShopeeFood services in Yogyakarta was stated in the form of 

an electronic contract containing a standard agreement. Using a profit sharing 

system with a profit percentage of 80% of the Driver Partner and 20% of the 

Applicator.  However, in the loss, it is the full responsibility of the Driver Partner. 

A frequent obstacle is the unilateral suspension and termination of the partnership, 

either due to intentional or unintentional violations of the code of conduct. The 

condition certainly removes the essence of the principles of balance (tawāzun) and 

justice ('adl). According to positive law, the practice of partnership agreements is 

based on the provisions of the Civil Code (KUH Perdata), because the laws and 

regulations have not fully accommodated specifically regarding delivery service 

partnership agreements. The agreement is considered valid because it meets the 

provisions of Article 1320 of the Civil Code. Meanwhile, according to Islamic law, 

shopeefood service partnership agreement in Yogyakarta is called syirkah 'ina>n 

contract according to the scholars of the Hanbali, Hanafi and Maliki schools. The 

syirkah 'ina>n is considered valid, because it has fulfilled the pillars and conditions 

of syirkah. Nevertheless it still forgets the main principle of musya>rakah in terms 

of the proportion of losses. This arises due to the exoneration clause in the Term of 

Service of the ShopeeFood Driver Application.  In general, the difference between 

the two also lies in the principle of partnership (positive law) or syirkah (Islamic 

law). 

 

Keywords: Electronic Standard Contract, Islamic Law, Partnership Agreement, 

Positive Law, Syirkah Contract  
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MOTTO 

 

 

 

 وَٱلعَۡصِۡۡ  

“Demi masa.” 

QS. Al-‘Asr (103): 1 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar lainnya 

adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan denga huruf dan tanda 

sekaligus. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba  B/b Be ب

 Ta  T/t Te ت

 ṡa  Ṡ/ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim  J/j Je ج

 Ḥa  Ḥ/ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha  Kh/kh Ka dan ha خ

 Dal D/d De د

 Żal  Ż/ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra  R/r Er ر

 Zai   Z/z Zet ز
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 Sin S/s Es س

 Syin   Sy/y Es dan ye ش

 Ṣad  Ṣ/ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad  Ḍ/ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ/ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ/ẓ ظ
Zet (dengan titik 

dibawah) 

 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain  G/g Ge غ

 Fa  F/f Ef ف

 Qaf  Q/q Qi ق

 Kaf  K/k Ka ك

 Lam  L/l El ل

 Mim  M/m em م

 Nun  N/n en ن

 Wau W/w W و

 Ha  H/h Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Ya  Y/y Ye ي

B. Ta’ Marbuṭah  

Transliterasi Ta’ marbuṭah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta’ marbuṭah mati 

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

/h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ marbuṭah diikuti oleh kata 
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yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

رَوْضَةُ الأطَْفَال  ِ -rauḍah al-aṭfāl 

   -rauḍatul aṭfāl 

رَة المَدِيْنَةُ الْمُنوََّ ُ -al-madῑnah al-munawwarah 

   -al-madῑnatul munawwarah  

 ṭalḥah-  طٌَلْحَة 

C. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan 

vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

_َ Fathah A A 

-ِ Kasrah I I 

_ُ Dammah U U 

Contoh:   

 yaźhabu-  يَُذْهَب   kataba- كََتبَ

فعََل َ -fa’ala   ذكُِر َ  -źukiro 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Harakat dan 

huruf 
Nama Huruf Latin Keterangan 

ي َ- ْ fathah dan ya Ai a dan i 

 fathah dan wawu Au a dan u وْ َ-
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D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda.  

Harak

at dan huruf 
Nama Huruf dan tanda Keterangan 

  ي–َا  َ-
Fathah danalif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي ِ-

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و  ُ-

E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut hanya 

berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  

 akala -   أكََلَض  

  ta’kulūna -   تَأكُْلوُْن 

النَّوْء  ُ   - an-nau’u 

F. Syaddah (tasydid) 

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 rabbana - رَبَّنَا  

ل   nazzala - نََزَّ

الحَج   ُّ - al-ḥajju 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  

جُل  الرَّ ُ - ar-rajulu 



xiii 

 

الشَّمْس ُ - asy-syamsu 

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan antara yang digariskan di depan dan sesusai dengan bunyinya. 

Contoh: 

الْقَلَم  ُ  - al-qalamu 

البَدِيْع ُ  - al-badī’u 

H. Huruf Kapital  

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.  

Contoh:  

دٌ إلََِّّ رَسُوْلوَ   مَا مُحَمَّ ٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl 

I. Penulisan kata-kata 

Pada dasarnya setiap kata. Baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara 

dipisah per kata atau dapat dirangkaikan, 

Contoh: 

 Ibrahim al-khalil- إبِْرَاهِيْمُ الخَلِيْلُ 

 -Ibrāhim al-khalil 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan fenomena sebuah inovasi mengubah 

pasar atau sektor yang ada dengan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, 

dan keterjangkauan. Fenomena tersebut muncul dari adanya teori disruptive 

innovation yang dikemukakan oleh seorang Profesor Harvard yakni Clayton 

Magleby Christensen yang populer dalam bukunya “The Innovator’s Dilemma” 

terbit pada tahun 1997. Clayton Christensen menyatakan, “disruption” 

menggantikan pasar lama, industri, dan teknologi, serta menghasilkan sesuatu 

kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh”.1 Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa disruption merupakan sebuah inovasi yang menggantikan 

teknologi lama serba fisik dengan teknologi digital serba efisien dan bermanfaat. 

Dalam lingkup ekonomi, disruption mengubah secara drastis dari proses 

produksi, distribusi, konsumsi, akses, serta model bisnis. Pada model bisnis 

masa tradisional biasanya dibangun dengan kepemilikan tunggal atau firma 

dengan sistem gaji atau upah. Kini berubah menjadi model sharing economy 

(ekonomi berbagi) antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan.    

Dengan adanya pandemi covid-19 dua tahun terakhir telah memberikan 

dampak luar biasa di seluruh dunia. Salah satu dampak yang dihadapi adalah 

 
1 Endang Yuniastuti, Pola Kerja Kemitraan di Era Digital, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2020), hlm. 5. 
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mengubah kebiasaan masyarakat menjadi serba digital. Kebiasaan ini tercermin 

ketika memesan makanan secara daring (dalam jaringan). Pembatasan sosial dan 

mobilitas masyarakat, turut mendukung kebiasaan baru yang semakin akrab 

dengan perangkat teknologi dan gaya hidup digital. 

Berdasarkan riset bertajuk Asian Insight Sparx New Economy Sector oleh 

Bank DBS (sebelumnya dikenal sebagai The Development Bank of Singapore 

Limited)2 mengungkapkan, perilaku berbelanja masyarakat di Asia Tenggara 

dua tahun terakhir mengalami perubahan dalam hal layanan pesan-antar 

makanan, sebelum pandemi covid-19 pesan-antar makanan secara online kurang 

diminati, sekarang justru sebaliknya. Sebagai kawasan dengan kepadatan 

penduduk sekitar 670 juta jiwa, Asia Tenggara menjadi salah satu pasar ekonomi 

digital paling menarik di dunia.3 

Besarnya peluang tersebut mengundang minat banyak perusahaan untuk 

merambah dalam bisnis jasa pesan-antar makanan, salah satunya perusahaan e-

commerce Shopee. Sea Group sebagai induk usaha Shopee telah meluncurkan 

ShopeeFood pada awal tahun 2021 di Indonesia. Meski sebelumnya telah 

dikenalkan pada bulan April 2020.4 ShopeeFood merupakan salah satu fitur 

 
2 DBS adalah grup jasa keuangan terkemuka di Asia dengan kehadiran di 18 pasar, 

berkantor pusat di Singapura. 

3 Ekarina. 2021. “Tren Positif Bisnis Pengantaran Makanan dan E-Grociers Asia 

Tenggara”, https://katadata.co.id/ekarina/digital/617a381e5087b/tren-positif-bisnis-pengantaran-

makanan-dan-e-groceries-asia-tenggara, diakses pada tanggal 14 Januari 2022. 

4 Desy Setyowati. 2021. ”Peta Persaingan GrabFood dan GoFood di Tengah Kehadiran 

ShopeeFood”, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/601279c09f33d/peta-persaingan-

grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood, diakses pada tanggal 14 Januari 2022. 

https://katadata.co.id/ekarina/digital/617a381e5087b/tren-positif-bisnis-pengantaran-makanan-dan-e-groceries-asia-tenggara
https://katadata.co.id/ekarina/digital/617a381e5087b/tren-positif-bisnis-pengantaran-makanan-dan-e-groceries-asia-tenggara
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/601279c09f33d/peta-persaingan-grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/601279c09f33d/peta-persaingan-grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood
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layanan pesan-antar makanan dalam platform Shopee. Layanan pesan-antar 

makanan memang bukan pertama kalinya di Indonesia, sebelumnya sudah ada 

pendahulu seperti Gojek dan Grab yang memiliki fitur pesan antar makanan 

sebagai salah satu layanan dalam aplikasi. 

Di tengah persiapan ekspansi layanan, ShopeeFood telah merekrut mitra 

pengemudi baru yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia pada tanggal 

25 November 2020. Perekrutan ini dilakukan setelah mengumumkan 

persyaratan, serta kode etik untuk bergabung menjadi mitra pengemudi 

ShopeeFood. Layanan ShopeeFood di Indonesia mulai beroperasi pada awal 

tahun 2021 di Jakarta. Tidak lama kemudian Shopee menghadirkan fitur baru 

dengan nama Shopee Xpress Instant pada platform nya. Layanan tersebut 

dilakukan dalam satu aplikasi Mitra Pengemudi. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kepadatan penduduk 

sebesar 3,9 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja sebesar 2,2 juta jiwa (Badan 

Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2010-2020), dijadikan sebagai salah 

satu tujuan ekspansi bisnis layanan ShopeeFood. Kesempatan ini menjadi 

peluang pekerjaan pengemudi/driver semakin banyak di wilayah tersebut.5  

Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, layanan Shopee Xpress 

Instant atau disebut dengan SPX Non-Standard beroperasi di 3 (tiga) wilayah: 

Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Secara resmi layanan ShopeeFood di 

 
5 Bps.go.id. 2015. “Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi DI 

Yogyakarta” https://www.bps.go.id/publication/2015/06/30/b6cba40a27eb84c6c3bf4d64/proyeksi-

penduduk-kabupaten-kota-tahunan-2010-2020-provinsi-di-yogyakarta.html, diakses pada tanggal 

10 Januari 2022. 

https://www.bps.go.id/publication/2015/06/30/b6cba40a27eb84c6c3bf4d64/proyeksi-penduduk-kabupaten-kota-tahunan-2010-2020-provinsi-di-yogyakarta.html
https://www.bps.go.id/publication/2015/06/30/b6cba40a27eb84c6c3bf4d64/proyeksi-penduduk-kabupaten-kota-tahunan-2010-2020-provinsi-di-yogyakarta.html
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Yogyakarta mulai beroperasi pada bulan Juni 2021. Selanjutnya disusul layanan 

Shopee Xpress Non-Standard mulai beroperasi pada tanggal 4 April 2022.  

Mekanisme pendaftaran mitra dapat dilakukan dengan dipenuhinya 

semua syarat yang dibutuhkan. Selanjutnya dapat mengisi formulir pendaftaran 

secara online. Lalu menunggu konfirmasi dari tim ShopeeFood paling lambat 

satu bulan setelah formulir dikirimkan. Setelah formulir terkonfirmasi, mitra 

pengemudi dikenakan biaya atribut yang dapat dibayarkan dengan skema cicilan 

atau dibayar lunas. Langkah terakhir yaitu pengaktifan akun mitra pengemudi 

pada Aplikasi ShopeeFood Driver. Ketika akun pengemudi sudah dapat 

dijalankan otomatis mitra sudah terikat dengan perjanjian kemitraan yang ada 

dalam aplikasi tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut dibatasi dengan 

beberapa kode etik dan kebijakan privasi yang dibuat pihak perusahaan.  

Perjanjian merupakan pilar penting dalam sebuah kegiatan bisnis. 

Hukum perjanjian telah mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan 

peraturan, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

perjanjian yang menimbulkan perikatan (verbintenisscheppende overeenkomst) 

atau perjanjian yang obligatoir.6 

 
6 Juswito Satrio. Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. (Bandung: Aditya Bakti, 

2001), hlm. 3.  
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Definisi pasal tersebut dirasa belum sempurna, untuk menyempurnakan 

pengertian perjanjian di atas seorang ahli bernama Subekti mendefinisikan 

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, 

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 

Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di 

mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.7  

Para pihak yang sebenarnya terlibat dalam hubungan kemitraan layanan 

jasa transportasi online atau jasa pengantaran dalam penelitian, sedikitnya 

terdapat tiga pihak. Pihak pertama merupakan perusahaan pembuat dan 

pengelola aplikasi atau sering disebut dengan pihak pengembang. Pihak kedua, 

merupakan perusahaan yang menyediakan jasa manajemen operasional para 

mitra dalam hal ini adalah Shopee. Pihak ketiga merupakan mitra pengemudi 

yang melakukan jasa pengantaran langsung kepada pelanggan. 

Perjanjian dinilai sah ketika memenuhi syarat perjanjian yang termaksud 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Beberapa syarat tersebut, yaitu: (1) 

Kesepakatan para pihak (consensus); (2) Kecakapan berbuat menurut hukum 

(capability); (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Sebab yang halal (diperbolehkan). 

Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada empat syarat sah 

tersebut. Kesepakatan sebagai salah satu syarat dibentuknya kemitraan juga 

senada dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dasar hukum utama dalam 

 
7 Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1. 



6 

 

 

perjanjian kemitraan tertuang pada kedua pasal tersebut.  

Perjanjian kemitraan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perjanjian kemitraan tergolong 

perjanjian biasa, sehingga kembali dan tunduk pada aturan-aturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagian perjanjian. Sedangkan, 

pelaksanaan kemitraan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sebagian isinya diubah 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada BAB 

V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Kemitraan berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah kerjasama 

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar 

prinsip saling memerlukan, mempercayai, dan menguntungkan yang melibatkan 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Menurut Pasal 

26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juncto Pasal 106 Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bentuk 

kemitraan ShopeeFood tergolong dalam bentuk kemitraan lain.  

Bentuk kemitraan lain dari perjanjian layanan jasa ShopeeFood 

dilaksanakan dengan model sharing economy atau dalam peraturan perundang-

undangan dikenal dengan bagi hasil. Model tersebut sering kali disalahartikan 
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oleh mitra pengemudi. Mereka menganggap dalam perjanjian kemitraan 

memiliki hubungan hukum layaknya pemberi kerja dan penerima kerja seperti 

dalam hubungan kerja, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dalam 

hubungan kemitraan para pihak memiliki kedudukan hukum yang setara, 

sehingga jelas berbeda layaknya hubungan kerja yaitu antara majikan dan 

buruh.8 

Praktik di lapangan, kedudukan setara tidak tercermin pada keterlibatan 

semua pihak dalam proses pembuatan isi perjanjian. Perjanjian sebelumnya telah 

dibuat oleh perusahaan dalam bentuk kontrak elektronik pada Aplikasi 

ShopeeFood Driver. Kontrak elektronik tersebut memuat perjanjian baku. Mitra 

pengemudi sama sekali tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan pihak 

perusahaan. Perubahan aturan atau kebijakan Shopee kerap berubah dan 

langsung diinformasikan melalui aplikasi tanpa dilakukan perundingan bahkan 

persetujuan pihak Mitra Pengemudi. Kemunculan layanan SPX Non-Standard 

dalam satu aplikasi mitra pengemudi juga merubah isi perjanjian.   

Kode etik dalam pelaksanaan perjanjian dengan penjabaran poin 

pelanggaran yang besar dirasa memberatkan mitra pengemudi. Penurunan rating 

dan performa, permasalahan dengan sesama Mitra Pengemudi, suspend hingga 

pemutusan mitra sepihak menjadi hambatan yang berat bagi Mitra Pengemudi. 

Pada praktik di lapangan, tidak dapat dipungkiri mitra pengemudi dengan 

sengaja melanggar kode etik layanan. Hal itu juga dapat dilakukan oleh 

 
8 Lihat Pasal 104 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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perusahaan dengan mengunci akun mitra pengemudi, pendistribusian order 

tidak merata, merubah nominal insentif, ketidakterbukaan masalah persentase 

bagi hasil biaya pengantaran yang diterima Mitra Pengemudi, suspend sepihak 

(meski dapat dilakukan upaya banding namun memerlukan waktu lama), hingga 

pemutusan mitra secara sepihak. 

Kedudukan setara dalam kemitraan dapat diwujudkan melalui 

transparansi para pihak sehingga dapat saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat hingga saling menguntungkan sesuai prinsip-prinsip kemitraan. 

Keadilan juga harus diwujudkan dalam praktik kemitraan ShopeeFood. Dengan 

keadilan, setiap pihak dalam perjanjian akan mendapatkan haknya sesuai 

kontribusi masing-masing. Hal demikian juga selaras dengan prinsip kemitraan 

dalam Islam yang dikenal dengan musya>rakah.  

Prinsip utama kemitraan dengan akad musya>rakah seperti dijelaskan oleh 

Ali bin Abi Thalib (w.49 H/ 660 M) yang mengatakan, keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian 

dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.9 Prinsip tersebut harus 

berjalan beriringan dengan prinsip syariah yaitu keseimbangan (tawāzun) dan 

keadilan (‘adl). Dengan demikian, setiap pihak terbebas dari eksploitasi dari 

pihak lainnya. Hal ini diungkapkan dalam QS. Asy-Syu’araa: 183:10 

 
9 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its 

Contemporery Interpretation,Terjemahan Muhammad Ufuqul Mubin, Bank Islam dan Bunga, Studi 

Kritis Larangan Riba dan Interprestasi Kontemporer. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 

111. 

10 Asy-Syu’araa (26): 183. 
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 وَلََ تبَۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَۡيَاءَٓهُمۡ وَلََ تعَۡثوَۡاْ فِي ٱلۡۡرَۡضِ مُفۡسِدِينَ  

Agar terwujud prinsip di atas sebelumnya harus dipenuhi rukun dan 

syarat kemitraan dengan akad syirkah. Adapun rukun syirkah menurut ketentuan 

syariah Islam sebagai berikut: 1) S{i>gat (ijab dan kabul); 2) Al-‘A <qidain (pihak-

pihak yang berakad); dan 3) Mah}allul Aqd (objek akad). Hilangnya salah satu 

dari semua rukun maka akad syirkah dapat dianggap rusak.11 

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu: (1) Perserikatan merupakan 

transaksi yang bisa diwakilkan, (2) Persentase pembagian keuntungan untuk 

masing-masing mitra yang berserikat hendaknya diketahui ketika 

berlangsungnya akad, (3) Keuntungan untuk masing-masing mitra ditentukan 

secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh 

ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.12 Syarat akad syirkah jika tidak 

terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukun akad. 

Perjanjian kemitraan atau akad musya>rakah pada layanan ShopeeFood 

digolongkan sebagai akad syirkah ‘inan sebagaimana dicirikan seperti konsep 

kemitraan bagi hasil dalam hukum positif di atas. Secara praktik akad tersebut 

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip utama akad musya>rakah dan ketentuan 

pembagian kerugian yang ditimbulkan di luar kemampuan Mitra Pengemudi. 

Pelimpahan seluruh tanggung jawab dan kedudukan yang lemah Mitra 

Pengemudi menjadi sebab hambatan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan 

 
11 Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 298. 

12 Syaparuddin, Islam dan Kemitraan Bisnis, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), 

hlm. 77-89. 



10 

 

 

demikian, dilakukan upaya mempertemukan solusi agar kemitraan dapat 

berjalan dengan seimbang dan berkeadilan baik dalam konsep aturan hukum 

positif maupun hukum Islam. Dari perbedaan konsep tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: “Perjanjian Kemitraan antara 

PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Mitra Pengemudi pada Layanan 

ShopeeFood di Yogyakarta (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum 

Islam).” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti telah 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan ditelaah secara ilmiah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik perjanjian kemitraan antara PT. Shopee Internasional 

Indonesia dengan Mitra pengemudi pada layanan ShopeeFood di 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perjanjian 

kemitraan antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Mitra 

pengemudi pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan 

diadakannya suatu penelitian. Penelitian memiliki tujuan, yaitu: 

a. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan mekanisme 

pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Shopee Internasional 



11 

 

 

Indonesia dengan Mitra Pengemudi pada layanan ShopeeFood di 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan keabsahan 

perjanjian kemitraan antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan 

Mitra Pengemudi pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta dalam 

perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

2. Manfaat/Kegunaan penelitian 

Manfaat atau kegunaan penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan 

dan kegunaannya bagi kepentingan teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Memberikan pemahaman mengenai mekanisme kerjasama yang 

tertuang dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan penyedia 

aplikasi khusus driver dengan mitra pengemudi. 

2) Menambah khazanah keilmuan dan pemikiran keislaman bagi civitas 

akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum pada umumnya dan Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah pada khususnya. 

3) Menambah stimulus kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya, 

sehingga proses pengkajian akan berlangsung terus dan hasil maksimal. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk 
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memperluas wawasan dan kepustakaan, khususnya dalam 

perkembangan kajian perjanjian. 

2) Bagi Jurusan, hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian evaluasi 

kurikulum yang diperlukan dalam dunia kerja bagi Mahasiswa setelah 

lulus program sarjana strata satu (S-1). 

3) Bagi Perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ketika 

membuat sebuah klausul kontrak dan kebijakan yang saling 

menguntungkan semua pihak dalam perjanjian. 

4) Bagi Mitra, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wawasan ketika 

hendak menjadi mitra perusahaan penyedia aplikasi khusus Mitra 

Pengemudi.  

D. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

sebagai berikut: Pertama, penelitian Seta Wiharso yang berjudul “E-Contract 

PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.” Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa, penerapan e-contract di PT. Gojek Indonesia 

melibatkan pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (Driver Gojek) yaitu 

Kerjasama berbentuk kemitraan dengan persentase bagi hasil keuntungan 80% 

untuk mitra 20% untuk pihak Gojek. Penerapan e-contract sesuai dengan 

ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik. Namun, penerapan e-contract tersebut dapat 

dipersamakan dengan perjanjian baku. Perjanjian baku dinilai sah 
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pembuatannya, akan tetapi tidak memperhatikan prinsip syariah yang ditetapkan 

yaitu prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan prinsip keseimbangan 

(tawāzun).  Sehingga penerapan e-contract tersebut termasuk pada perjanjian 

yang rusak atau fasad.13 

Kedua, penelitian Fath Andrean yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia 

dengan Mitra Pengendara.” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, 

praktik perjanjian baku dengan sistem elektronik yang diterapkan PT. Go-Jek 

Indonesia dengan Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan 

(tawāzun), sehingga secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad 

(dapat dibatalkan). Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan pasal KUH 

Perdata hanya mengatur/melengkapi oleh karenanya dapat dikesampingkan para 

pihak, sehingga praktik perjanjian baku yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia 

dengan Mitra Pengendara diperbolehkan meski bertentangan dengan beberapa 

pasal KUH Perdata, sepanjang mitra pengendara menyetujui isi perjanjian.14  

Ketiga, penelitian Ardiansyah Aristama yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan dengan Driver Berbasis 

Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung).” Hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, sistem bagi hasil dalam perjanjian 

 
13 Seta Wiharso, “E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah,” 

Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). 

14 Fath Andrean, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian 

Kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara,” Skripsi Sarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018). 
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apabila ditinjau  dalam hukum Islam menggunakan akad syirkah. Sistem bagi 

hasil antara perusahaan dengan driver Go-Jek adalah 20%-80%. Sistem bagi 

hasil terbatas pada keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan 

menjadi tanggung jawab driver. Sehingga tidak sesuai dengan syarat syirkah.15 

Keempat, penelitian Sipa Pauziah yang berjudul “Sistem Kemitraan PT. 

Grab Cabang Jambi dengan Driver Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT. 

Grab di Kota Jambi).” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, akad 

kerja sama sistem kemitraan PT. Grab Cabang Jambi dengan driver 

menggunakan akad syirkah abdan (menurut hukum ekonomi syariah). Syirkah 

abdan dalam kemitraan tersebut dimaksudkan bahwa grab mempunyai aplikasi 

sedangkan pengendara mempunyai kendaraan motor. Saat sudah saling 

bersepakat dan mengadakan perjanjian, keuntungan dibagi sesuai dengan profesi 

masing-masing. Penggunaan atribut driver menggunakan akad sewa menyewa. 

Dalam perjanjian kemitraan terjadi multi akad yang diperbolehkan atas dasar 

hukum kebolehan muamalah. Berdasarkan kaidah fikih sistem kemitraan 

tersebut adalah boleh karena tidak mengandung unsur keharaman bermuamalah 

justru saling membantu dan mempermudah.16  

Kelima, penelitian Rafika Sari dan Nila Saraswati yang berjudul “Sistem 

Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum 

 
15 Ardiansyah Aristama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara 

Perusahaan dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar 

Lampung),” Skripsi  Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). 

16 Sipa Pauziah, “Sistem Kemitraan PT. Grab Cabang Jambi dengan Driver menurut 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT. Grab di Kota Jambi),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021). 
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Islam.” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah 

bentuk kemitraan waralaba. Sedangkan dalam hukum Islam sistem kemitraan 

tersebut termasuk dalam kategori syirkah ‘inan. Upah yang diterima driver 

dipotong untuk perusahaan sebagai profit dari perjanjian kemitraan. Kemitraan 

tersebut sudah memenuhi ketiga rukun musya>rakah , akan tetapi masih belum 

memenuhi syarat yakni ma’qud ‘alaih. Diantaranya modal tidak dinilai terlebih 

dahulu. Dalam beberapa praktik masih ditemukan unsur kemitraan yang dilarang 

seperti adanya gharar dan kecurangan. 

Keenam, penelitian Freza Septiansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Positif dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Maxim 

Ojek Online dengan Driver Maxim di Kota Bengkulu.”  Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa, perjanjian kemitraan antara PT. Maxim Ojek Online 

dengan Driver Maxim di Kota Bengkulu, menurut hukum positif sudah sesuai 

prinsip perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sedangkan 

menurut hukum Islam pelaksanaan perjanjian melalui online bertolak belakang 

dengan asas akad yaitu Al-Hurriyah (asas kebebasan).17 

Ketujuh, penelitian Muhammad Satya Nugraha yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Terhadap Kemitraan antara Maxim Cabang Pekanbaru dengan Driver.” 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, kedudukan mitra kerja atau 

driver tidak seperti dalam perjanjian Kerjasama melainkan sebatas hubungan 

 
17 Freza Septiansyah, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Kemitraan antara PT. Maxim Ojek Online dengan Driver Maxim di Kota Bengkulu,” Skripsi Sarjana  

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).   
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kemitraan. Mitra driver membagikan keuntungan kepada perusahaan sebesar 11-

15% dari total pendapatannya. Konsen terhadap kebijakan tarif yang tidak sesuai 

aturan terbukti melanggar Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor 

348 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Biaya atau Tarif Jasa 

Penggunaan Transportasi yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat 

Melalui Aplikasi Online.18 

Dapat ditarik kesimpulan persamaan dan perbedaan dari keseluruhan 

penelitian sebelumnya. Persaman penelitian yaitu membahas tinjauan hukum 

positif dan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan dalam jasa transportasi 

online antara perusahaan dengan mitra pengemudi, sistem bagi hasil dengan 

akad syirkah. Perbedaan penelitian terletak pada subjek dan objek penelitian 

yakni PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Mitra Pengemudi terbatas 

pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta. Perbedaan lain terletak pada isi 

perjanjian, kode etik serta kebijakan privasi perusahaan. Fokus penelitian 

terletak pada mekanisme pembentukan perjanjian, perubahan isi perjanjian, 

keabsahan perjanjian, hambatan pelaksanaan perjanjian, keseimbangan dan 

keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Perjanjian Kemitraan 

Dasar hukum utama penyelenggaraan perjanjian adalah Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut dengan KUH Perdata. 

 
18 Muhammad Satya Nugraha, “Tinjauan Hukum Kemitraan antara Maxim Cabang 

Pekanbaru dengan Driver,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021). 
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Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti 

mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 

kepada orang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.  Berdasarkan peristiwa itu, kemudian lahir suatu 

hubungan hukum bagi para pihak yang disebut dengan perikatan. Di dalam 

perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Mengenai kemitraan dapat didefinisikan menurut Pasal 1 angka 13 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: 

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.” 

Perumusan perjanjian kemitraan transportasi online secara umum 

mengacu pada KUH Perdata yaitu Pasal 1338 juncto 1320. Pasal 1338 pada 

pokoknya menyatakan empat asas utama perjanjian, yaitu: asas kebebasan 

berkontrak,  asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad 

baik. Sedangkan, Pasal 1320 pada pokoknya menyatakan syarat sah 

perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (2) Cakap 

untuk membuat perjanjian. (3) Mengenai suatu hal tertentu. (4) Suatu sebab 

yang halal. Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada 

empat syarat sah tersebut.  

Merujuk pada Pasal 117 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perjanjian kemitraan 
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dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit: 

1) Identitas para pihak; 

2) Kegiatan usaha; 

3) Hak dan kewajiban para pihak; 

4) Bentuk pengembangan; 

5) Jangka waktu kemitraan; 

6) Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan  

7) Penyelesaian perselisihan.  

Hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra pengemudi 

tergolong hubungan kemitraan yang memiliki kedudukan setara dalam 

perjanjian. Dengan demikian, hubungan hukum kemitraan tidak tunduk pada 

aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kedudukan setara seringkali bersimpangan dengan praktik perjanjian 

kemitraan di lapangan. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku 

atau biasa disebut standart contract, merupakan perjanjian yang telah 

dirancang oleh salah satu pihak dalam perjanjian, biasanya oleh perusahaan. 

Model perjanjian baku cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, 

dan tidak adil. 

Model bisnis kemitraan jasa pengantaran dalam penelitian ini 

menggunakan sistem bagi hasil atau sharing economy. Sistem bagi hasil 

tersebut diproporsikan dengan persentase sesuai kontribusi. Kondisi ideal dari 

pelaksanaan perjanjian kemitraan seharusnya memperhatikan transparansi 

agar terpenuhinya prinsip-prinsip kemitraan sehingga akan saling 
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memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. 

2. Akad Musya>rakah 

Dalam Al-Qur’an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan 

perjanjian yaitu kata akad (al-'aqd) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu). Kata al-‘aqd 

berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata al-‘ahdu berati masa, pesan, 

penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Meskipun kedua kata tersebut 

memiliki hubungan makna dengan perjanjian menurut syariah, namun yang 

lazim digunakan dalam fiqh muamalah adalah kata akad (al- 'aqd). Istilah al-

‘aqd dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis, sedangkan 

kata al-‘ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst 

dalam hukum perdata. Menurut para fuqaha, memberikan pengertian al-‘aqd 

sebagai berikut:19 

“Perikatan yang ditetapkan melalui ijab kabul berdasarkan ketentuan 

syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 

(1) dijelaskan bahwa yang dimaksud akad adalah: 

“Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum 

tertentu.” 

Adapun menurut Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul 

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya.” 

Musya>rakah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syaraka; 

yusyriku; syarkan; syarikatan; syirkatan; yang berarti kerjasama atau 

 
19 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 12. 
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kelompok. Bila merujuk pada definisi dari DSN MUI (No: 08/DSN-

MUI/IV/2000), musya>rakah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian 

kerjasama antara dua mitra atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Akad musya>rakah sering disebut dengan akad syirkah dalam kegiatan 

muamalah. 

Agar akad syirkah menjadi sah maka harus dipenuhi rukun dan 

syaratnya. Rukun yang harus dipenuhi yaitu: 1) S{i>gat (ijab dan kabul); 2) Al-

‘A<qidain (pihak-pihak yang berakad); dan 3) Mah}allul Aqd (objek akad). 

Hilangnya salah satu dari semua rukun maka akad syirkah dapat dianggap 

rusak.20 

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu: (1) Perserikatan merupakan 

transaksi yang bisa diwakilkan, (2) Persentase pembagian keuntungan untuk 

masing-masing mitra yang berserikat hendaknya diketahui ketika 

berlangsungnya akad, (3) Keuntungan untuk masing-masing mitra ditentukan 

secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh 

ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.21 

Prinsip utama kemitraan dengan akad musya>rakah seperti dijelaskan 

oleh Ali bin Abi Thalib (w.49 H/ 660 M) yang mengatakan, keuntungan 

 
20 Sulaiman Rasjid. Loc. Cit. 

21 Syaparuddin. Loc. Cit. 
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dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan 

kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang yang disertakan.22 

3. Perjanjian atau Kontrak Baku Elektronik Menurut Asas-Asas Berkontrak 

a. Hubungan Perjanjian atau Kontrak Baku Elektronik dengan Asas 

Kebebasan Berkontrak  

Terdapat urgensi dibentuknya pengaturan kontrak dalam bisnis, yaitu 

untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) agar 

berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga terjalin 

hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Selama ini 

aturan yang dijadikan dasar hukum merujuk pada ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Perjanjian.  

Akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak 

(Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), muncul bentuk perjanjian baku. 

Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah 

persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan, kebebasan dalam perjanjian Islam 

diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni 

kebebasan dalam melakukan transaksi pada Pasal 21 huruf (a) dan huruf 

(f). 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian/kontrak baku adalah 

perjanjian/kontrak yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan 

 
22 Abdullah Saeed. Loc. Cit. 
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oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.23 Dalam perjanjian 

baku, asas kebebasan berkontrak menjadi asas sentral sebab sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian.  

Merujuk pada substansi atau isi perjanjian baku tidak terdapat 

kebebasan dalam aspek materiil. Namun, masih terdapat kebebasan dalam 

aspek formiil. Sebab, masih terdapat kebebasan para pihak mengenai cara 

membuat perjanjian yang meliputi ruang lingkup: 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 

2) Kebebasan untuk Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin 

membuat perjanjian. 

3) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 

Perkembangan selanjutnya perjanjian baku dipraktikkan dalam 

bentuk elektronik. Keabsahan suatu kontrak merupakan penentu 

kelanjutan proses dan hubungan hukum para pihak. Keabsahan kontrak 

elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk Pasal 18 ayat (1) 

kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. Selain itu juga 

menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) merupakan alat bukti yang sah. 

Secara prinsip, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada 

umumnya. Perbedaan hanya terletak pada media yang digunakan. 

 
23 Sutan Remy Sjahdeini, Loc. Cit. 
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Sehingga pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai aturan hukum 

khusus (lex specialis), juga tunduk pada KUH Perdata sebagai aturan 

hukum umum (lex generalis).  

b. Hubungan Perjanjian atau Kontrak Baku Elektronik dengan Asas 

Keseimbangan dan Keadilan  

Keseimbangan dalam kontrak komersial dapat disimpulkan dari hasil 

penelitian Agus Yudha Hernoko bahwa keseimbangan berlaku sepanjang 

proses pembuatan kontrak hingga pelaksanaan kontrak.24 Akan tetapi, 

dalam praktik perjanjian baku melahirkan suatu perjanjian yang tidak 

menguntungkan salah satu pihak. Dikarenakan posisi para pihak dalam 

suatu negosiasi tidak seimbang. Keseimbangan dalam sebuah perjanjian 

dikenal sebagai asas. Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian harus 

diperhatikan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, hanya karena 

adanya kebebasan berkontrak yang menjadi sebab kemunculan perjanjian 

baku.  

Kedudukan tidak seimbang dapat dilihat pada klausul-klausul yang 

tertulis pada sebuah perjanjian. Klausul-klausul tersebut memberikan 

batasan-batasan bagi salah satu pihak sehingga disebut klasul baku.25 

 
24 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 323. 

25 Klasul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Lihat Pasal 1 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Selain itu, klasul eksonerasi juga menjadi problematika dalam perjanjian 

baku. Klausul eksonerasi adalah klasul yang mengandung kondisi 

membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya 

dibebankan kepada pihak produsen/ penyalur produk (penjual) dalam 

penelitian ini adalah perusahaan.26  

Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam berkontrak salah satu 

sarjana dengan pemikirannya yang fenomenal dalam mengemukakan teori 

keadilan berbasis kontrak yaitu John Rawls. Dalam konteks ini Rawls 

menyebut “justice as fairness”.27 Dari pendekatan kontrak, pelaksanaan 

hak dan distribusi kewajiban dapat berjalan secara adil.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil 

diartikan “tidak berat sebelah atau memihak, berpihak kepada kebenaran, 

dan atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang”. Sedangkan, dalam bahasa 

arab dikenal dengan Al-‘adl. Secara etimologis al-‘adl bermakna al-istiwa 

(keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, 

sederhana, dan moderat. Didalam al-Qur’an kata ‘adl (adil) terulang 

sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk.  

Berangkat dari definisi ‘adl dalam nash al-qur’an dapat dimaknai 

oleh pakar agama yang dikemukakan oleh Quraish Shihab, salah duanya 

adil dalam arti seimbang dan adil dalam arti perhatian dan pemberian 

 
26 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen. (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2008), hlm. 127. 

27 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.  
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terhadap hak-hak individu.28 Perintah berlaku adil banyak disebut dalam 

Al-Quran, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan 

bagi eksistensi kehidupan manusia. Tanpa keadilan, maka akan terjadi 

eksploitasi manusia atas manusia. Senada dengan nilai-nilai Islam yang 

tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain dengan cara 

eksploitasi pihak individu lainnya.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Didukung dengan penelitian pustaka (library 

research) berupa kontrak elektronik, sebagai pendukung dari penelitian 

lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis 

data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.29 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dengan 

cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. 

Analitis yaitu penelitian dengan cara menelaah dan menganalisis 

 
28 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 114-117. 

29 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 25. 
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menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan 

penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat informasi.30  

3. Pendekatan  

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif-empiris 

dan pendekatan syar’i. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law 

research) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau 

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.31 Hematnya, penelitian hukum normatif-empiris adalah 

“penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma 

dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat”.32  

Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menjabarkan suatu 

realita hukum di dalam masyarakat yang terkait dengan kedudukan hukum 

antara mitra pengemudi transportasi online dengan perusahaan penyedia 

aplikasi dalam perjanjian kemitraan dan menganalisis bagaimana praktik 

pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut dikaitkan dengan hak dan 

kewajiban para pihak. 

Pendekatan syar’i yaitu pendekatan terhadap masalah dalam 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media,Group,  

2007), hlm. 95. 

31 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 134. 

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

117. 
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penelitian yang didasarkan atas sumber hukum Islam, baik sumber hukum 

primer (al-qur’an dan as-sunnah), maupun sumber hukum sekunder (ijma’ 

dan qiyas serta hukum lain) dalam memandang sebuah permasalahan terkait 

pelaksanaan perjanjian kemitraan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi: 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

responden dari Partner Engagement PT. Shopee Internasional Indonesia 

Kantor Cabang Yogyakarta (digantikan dengan situs resmi Shopee, sebab 

perusahaan tidak membuka kesempatan penelitian ini) dan Mitra 

Pengemudi dengan teknik random sampling sebanyak 26 responden yang 

mewakili daerah pangkalan. Didukung dengan observasi selama 7 (tujuh) 

bulan dan dokumentasi terhadap lokasi penelitian yang dilakukan. 

Wawancara yang digunakan berupa wawancara bebas dan terarah. 

Wawancara ini bersifat luwes, susunan setiap pertanyaan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat wawancara.33 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi 

dokumen baik berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, 

karya ilmiah, sumber hukum Islam dan pendapat ulama atau ahli fiqh serta 

 
33 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 181. 



28 

 

 

sumber lain yang berkaitan dengan praktik perjanjian kemitraan dalam 

industri transportasi berbasis online. 

c. Data Tersier 

Data tersier yaitu data yang diperoleh dari sumber lain selain data primer 

dan sekunder. Data yang berasal dari sumber berita, website 

(Shopee.co.id), dan forum Mitra Pengemudi dalam media sosial 

(Facebook, Whatsapp, dan Instagram). 

5. Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu dengan 

mendeskripsikan data primer (wawancara, dokumentasi, dan observasi) dan 

data sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan 

peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan 

dengan rumusan masalah penelitian yakni pendekatan syar’i. Data tersebut 

kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dilakukan interpretasi 

untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan 

terhadap hasil penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing 

bab dijabarkan sebagai berikut:  

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat/kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 

ini menjadi pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab 
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berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar 

pemahaman atas isi yang akan disajikan. 

Bab Kedua, berisi landasan teori yuridis dan normatif yang berkaitan 

dengan perjanjian kemitraan dalam hukum positif dan hukum Islam, teori 

keseimbangan dan keadilan dalam praktik perjanjian/kontrak baku. Tujuannya 

adalah mendeskripsikan teori-teori yang nantinya digunakan sebagai bahan 

analisis atas fakta-fakta yang ada di lapangan.  

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai tempat penelitian 

dan praktik perjanjian kemitraan pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta. 

Kemudian, dijelaskan secara spesifik berdasarkan data yang menunjukan realita 

di lapangan. Kemudian, di-sub selanjutnya memaparkan data hasil wawancara 

terhadap narasumber. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis temuan di lapangan yang dipadukan 

dengan teori yang telah disajikan. Sehingga mampu menjawab rumusan masalah 

yang ada yakni bagaimana praktik perjanjian kemitraan antara PT. Shopee 

Indonesia dengan Mitra Pengemudi pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta? 

serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik 

perjanjian kemitraan tersebut? 

Bab Kelima, berisi penutup mengenai kesimpulan atas analisis yang 

dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk di tindak 

lanjuti. Pemaparan hasil penelitian bisa digunakan untuk memberikan wawasan 

kepada masyarakat khususnya Perusahaan dan Mitra Pengemudi ShopeeFood 

itu sendiri dalam hal melakukan perjanjian kemitraan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, praktik perjanjian kemitraan antara PT. Shopee Internasional Indonesia 

dengan Mitra Pengemudi pada layanan ShopeeFood di Yogyakarta, dituangkan 

ke dalam bentuk kontrak elektronik yang memuat perjanjian baku. Pelaksanaan 

perjanjian kemitraan tersebut tunduk pada “Term of Service” Aplikasi 

ShopeeFood Driver serta tunduk pada Kebijakan Privasi Shopee dan Kode Etik 

Mitra Pengemudi. Hambatan dari pelaksanaan perjanjian terletak pada 

pelanggaran kode etik baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga suspend 

dan pemutusan kemitraan secara sepihak adalah dua hal yang mengancam 

kinerja pihak Mitra Pengemudi. 

Kedua, menurut hukum positif, praktik perjanjian kemitraan di atas 

tunduk pada aturan hukum umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Bagian Perjanjian. Perjanjian kemitraan tersebut dinilai sah karena telah 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Tercipta akibat kesepakatan 

sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan kebebasan berkontrak dalam aspek 

formiil. Mengenai peraturan perundang-undangan yang disandarkan pada 

kemitraan ini, belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan para pihak 

terutama yang memiliki daya tawar yang lemah. Namun, telah terpenuhi unsur 

kemitraan yakni saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Perjanjian 
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dilaksanakan dengan adil sesuai konsep John Rawls, para pihak mendapatkan 

porsi bagi hasil sesuai kontribusinya. Meski segalatanggungjawab layanan 

pengantaran menjadi tanggung jawab penuh Mitra Pengemudi akibat penerapan 

klausul eksonerasi (Pasal 12.1 dan Pasal 15.3). 

Berbeda penyebutan dengan konsep hukum positif, dalam hukum Islam 

perjanjian kemitraan ini dikenal dengan akad syirkah dan digolongkan ke dalam 

syirkah ‘ina >n menurut ulama mazhab Hanbali, Hanafi dan Maliki. Dalam 

praktik, sudah memenuhi rukun dan syarat akad syirkah (sah). Namun, dalam 

ketentuan pembagian kerugian yang timbul diluar kelalaian Mitra Pengemudi 

belum dibagi secara proporsional sehingga melupakan prinsip utama akad 

syirkah dalam hal kerugian. Sebab, mengenai kerugian ditanggung sepenuhnya 

oleh Mitra Pengemudi. Hal tersebut disebabkan Mitra Pengemudi tidak memiliki 

daya tawar, sehingga prinsip keseimbangan (tawāzun) dalam akad terlupakan 

esensinya. Prinsip keadilan (‘adl) juga belum sepenuhnya terlaksana ketika 

berakhirnya akad syirkah. 

B. Saran 

Dengan selesainya pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberi saran. 

Pentingnya mengetahui prinsip perjanjian kemitraan atau akad syirkah dalam 

hukum Islam, harus dipahami oleh para pihak yang bermitra. Baik pihak 

perusahaan maupun pihak mitra. Kondisi kemitraan yang ideal dapat terwujud 

apabila adanya keseimbangan  (tawāzun) dan keadilan (‘adl) oleh para pihak. 
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